WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

SETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN

Menimbang

Menginget

MASYARAKAT DI KELUKAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAWV,,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 rentang
Perbendaharaan Negara, disebutkan Walikota
selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan
kebijakan tentang pelaksanaan APBD; '

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pembercayaan
Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dibuat
petunjuk pelaksanaan sehingga kegiatan tersebut
dapat dilakukan secara sinergi, komprehersif dan
berkesinambungan agar sasaran dan tujuan
kegiatan tersebut dapat tercapai secara efektif dan
efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimeana
dimaksud pada huraf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saraca Dan
Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayzan
Masyarakat di Kelurahan;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentuken Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten MNatuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 1999
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 20C8 tentang Perubahan Ketiga
atas Undaag-undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Peualawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roken Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Katupaten
Natuna, Kebupaten Xuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Iridonesia
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Tahun 2008 Nomor (07, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomcr 1 Tahun 2004 tsntang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia
Nomor 4335) '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tsntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nzgara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomo:r 17 Tahun 2003 tzntang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20C3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia DMNomor
4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan K¢uangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoaesia Tahun 2005 Momor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
©6206);

Peraturan Presiden Noraor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomwor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dezerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pempoangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka




Menetapkan :

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saraana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan;

12. Peraturan Menteri- Keuangan Nornor
187/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Teta Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1832);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daereh Kota
Batam Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PETJNJUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN S5ARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT Di KELURAHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud deangan:
1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kota
Batam.

Walikota adalah Walikota Batam.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah
Kota Batam yang dipimpin oleh Camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selenjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerzh pada
Pemerintah Daerah selaku Peagguna
Anggaran/Pengguna Barang.

7. Kegiatan adalah bagian dari prograra yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kesa pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terciri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi. dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
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sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerall yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dokumen Pelaksana Anggaran yang selan utnya
disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran vyang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran SKPD.

Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya
disingkat DAU Tambahan adalah dukungan
pendanaan bagi Kelurahan di Kota Batam untuk
kegiatan pembangunsn sarana dan presarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan.

Perhitungan dasar acalah perhitungan rainimal
Dana Kelurahan yang akan diterima oleh setiap
Kelurahan sccara merata yang besarnya dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari anggaran
APBD.

Perhitungan Afirmasi adalah perhitungan yang
dihitung dengan memperhatikan ‘wilayah
Kelurahan yaitu Kelurahan di Wilayah Hirterland
(Kelurahan di Kecamatan Belakang Padang,
Bulang, Galang dar Kelurahan Ngenaag di
Kecamatan Nongsa) dan Kelurahan di Wilayah
Mainland.

Perhitungan Formula adalah perhitungaa yeng
dihitung dengan memperhatikan jumlah Rukun
Warga (RW) dan Luas Wilayah Darat di set.ap
Kelurahan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selasjutnya
disingkat disingkat RKUD adalah rekening “empat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimesan
Daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 3atuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disebut
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selarjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan progratc, dan
kegiatan.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
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melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SkJ’D.

Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabet pada
unit kerja SKPD yang melaksanakan satt. atau
beberapa Kecgiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutrya
disingkat PPHP adalah pejabat yang ditetapkan
oleh PA yang bertugas menerima dan meir.eriksa
Administrasi hasil pekerjaan dari Kelompok Kerja
Masyarakat.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa cimana
pekerjaannya direncar.akan, dikerjakan den/atau
diawasi sendiri oleh SKPD sebagai
penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah
lain dan/atau kelompok masyarakat.

Fasilitator Kecamatan selanjutnya disebut Fascam
adalah tenaga Fasilitator lapangan yang bertugas
melakukan pendampingan swakelola kepada
kelompok masyarakat di lokasi kegiatan sarana
dan prasarana Kelural.an.

Fasilitator Kelurahan yang selanjutnya cisebut
Faskel adalah Tenaga  Pendamping yang
direkomendasikan olch Lurah dari perwakilan
unsur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan
atau Lembaga Pembcrdayaan Masyaraka: (LPM)
Kelurahan dan ditetapkan oleh Camat untuk
melakukan pendampingan pelaksanaan legiatan
sarana dan prasarana Kelurahan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selarjuinya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat yang bertanggungjawab  atas
pelaksanaar.  Kegiatan/bendahara pengeluaran
untuk mengajukan permintaan pembayaran

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahar. uang
persediaan guna meiaksanakan Kegiatan SKPD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pzmbayaran Langsurg ysang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dckuraen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayzsran gaji
dengan jumlah, pererimaan, peruntuken, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokurnennya
disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pangguna
anggaran/kuasa  pecngguna  anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
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beban  pengeluaran Dokumen  Pelaksanaan
Anggaran SKPD.

Surat Perinteh Pencairan Dana yang selanjutnva
disingkat SP2D adalah dokumen yang digvnakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan 3PM.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selarjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisesi
penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama
satu periode anggaran.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur kegiatan:

(1)

(1)

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan; dan

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahar.
Pasal 3

Kegiatan Pembangunen Sarana dan Presarana
Kelurahan scbagaimana dimaksud dalam PPasal 2
huruf a digunakan uituk membiayai pelayanan
sosial dasar yang bterdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pembangunan sarana dan presarana
Kelurahan scbagaimara dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengemkangan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana
lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana prasarana
transportasi;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana prasarena
kesehatan; dan/atau

d. pengadean, pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan dan kebudayaan.

Puasal 4

Pengadaan, pembangunan, pengembangai dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, melip ati:

a. jaringan air minum;

b. drainase dan selo<an;

c. sarana pengumpulan sampah dan sarana
pengolahan sampah,;




(2)

(3)

(4)

(2)

d. sumur resapan;

e. jaringan pengelolaan air limbah dcraestik
skala pernukiman;

f. alat pemadam api ringan;

g. pompa kebakarar portabel;

h. penerangan liagkungan pemukiman;
dan/atau

i. sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
lainnya;

Pengadaan, pembangunan, pengembangai dan
pemeliharaar ~ sarana prasarana transgortasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, meliputi:

a. jalan pernukiman;
b. jalan poros Kelurahan;
Cc. sarana prasarana transportasi lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangai dan
pemeliharaar. saran:  prasarana  kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat t2)
huruf ¢, meliputi:

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komur.al;

b. pos peleyanan terpadu dan pos pemtinaan
terpadu; dan/atau

c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangai dan

pemeliharaar. sarana prasarana pendidiken dan

kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam: Pasal
3 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidil:an anak usia dini;

c. wahana permainan anak di pendidikan anzk
usia dini; dan/atau

d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
lainnya.

Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kehirahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
digunakan antuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengsn
mendayagunakan potensi dan sumber daya
sendiri.

Kegiatan pemberdayaa1 masyarakat di Kelirahzan

sebagaimana dimaksuc pada ayat (1), yaitu:

a. pengelolaan kegietan pelayanan kesehatan
masyarakat;

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan
dan kebudayaan;

c. pengelolaan kegiatan pengembangan usana
mikro, kecil, dan menengah;




(3)

(9)

d. pengelolaan kegiatan lenbaga

kemasyarakatan;
e. pengelolaan legiatan ketenteramen,
ketertiban umum, dan perlindangan

masyarakat; dan/«tau

f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa
lainnya.

Pasal 6

Pengelolaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam “asa. 5
ayat (2) huruf a, melipu.ti:

a. pelayanan perilaku hidup bersih dan set at;
b. Keluarga Berencara;

c. pelatiha1 kader kesehatan masy/arakat
dan/atau

d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
masyarakat lainnya.

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikaa dan
kebudayaan sebagaimena dimaksud dalam Fasal 5
ayat (2) huruf b, meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

b. penyelengaraan karsus  seni budays; dan/
atau

c. kegiatar pengelolaan pelayanan peniidikan
dan kebudayaan lainnya.

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengai1 sebagaimana dirraksud
dalam Pasal 5 ayat (2) quruf ¢, meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

b. kegiatar. pengelolaan pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasya akatan
sebagaimana dimaksid dalam Pasal 5 eyvat (2)
huruf d, meliputi:

a. pelatihan pembinaan Kelurahan den/atau
Lembag:i Kemasyarakatan,

b. kegiatan pengelolaan l>mbaga
kemasyarakatan lainnya.

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ke ertiban
umum, dan perlindungan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2)
huruf e, mel.puti :

a. pengadaan/penye enggaraan pos keamaran
Kelurahan;

b. penguatan dan pcningkatan kapasitas tenaga
keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau




(2)

(3)

(5)

c. kegiatan pengzlolaan ketenterema,
ketertiban umum dan perlindungen
masyarakat lainnye .

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf f, meliputi:

a. penyediaan layanan informasi  tentang
bencana:

b. pelatihan kesiaps agaan masyarakat Jdalam
menghacapi bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan antuk
penanganan bencana;

d. edukasi manajerien proteksi kebzlkaran;

dan/atau
e. penguatan Kkesiarsiagaan masyaraka: yang
lainnya.
BAB III

PERENCANAAN
Pesal 7

Penentuan Kkegiatan pembangunan sararii dan
prasarana Kelurahen dan pemberclayaan
masyarakat di Kelurahan sebagaimana dirr aksud
dalam Pasa. 4 dan Pasal 6 dilakukan raelalui
musyawarah pembangunan Kelurahan engan
memperhatikan prioritas pembangunan Daerah.

Dalam hal terdapat penambahan dean/atau
perubahan kegiatan pembangunan sarana can
prasarana Kelurahan dan pemberdayzan
masyarakat di Kelurahan, dilakukan 1meletui
musyawarat, antara lurah dengan lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Penambahan dan/atau perubahan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kebarahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan prioritas pembangunan Daerah.

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakanuntuk mendapatkan kesecakatan
penentuan kegiatan tambahan dan/atau
perubahan.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat dalam bertuk berita acare yang
ditandatangani palinz kurang oleh Lureh dan
perwakilan masyaraket.

Fasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Fesal 7,
disusun dalam dokumen Rencana Kerja Perr eriritah
Daerah.




(1)

(3)

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengalokasikan anzgaran
dalam APBD .untuk pembangunan sarana dan
prasarana Keluraha dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahen.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud paca
ayat (1) dimasukan ke Jalam anggaran Kececimatan
pada bagian  anggaran Kelurahan  antuk
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan pere.turan
perundang-undangan.

Pasal 10

Anggaran kegiatan pembangunan sarane dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan sebagaimana diraaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dialokasikan paling sedikit
5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. ditambah DAU Tarabahan
yang ditetapkan sesual  ketentuan pe~aturan
perundang-t ndangan.

Alokasi anggaran keg atan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdaysan
masyarakat di Kelurahan sebagaimana &vat (1)
yang bersumber dari AU Tambahan dibag: secara
merata kepada selurul Kelurahan.

Perhitungan anggaran kegiatan pembar.gunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahay yang
bersumber dari APBD dilakukan dengan ketzntuan
sebagai beri<ut:

a. perhitungan dasa-“ dihitung sebesar &0%
(delapan puluh persen) dari anggaran ksgiatan
pembangunan saraia dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Keluralian
yang bersumber deri APBD yang dibagi secara
merata kepada setic p Kelurahan.

b. perhitungan afirmasi dihitung sebesar 10%
(sepuluh persen) dari anggaran kegie.tan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaat masyarakat di Kelurahan
yang bersumber dari APBD yang dibagl secara
proporsicnal kepada Kelurahan Hinterland dan
mainlanc dengan besaran pembagian sebagai
berikut :

1. 70% (tujuh puluh persen) untuk wileyah
Hinterland /kelurahan tertinggal; dart

2. 30% (tiga puuh persen) untuk wiiayah
Mainiand.
¢. Perhitungan formula dihitung sebesar 10%

(sepuluh  persen) dari anggaran Xegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan



dan pemterdayaan masyarakat di Kel.rahan
yang bersumber dari APBD yang dibagi
berdasarkan jumlal Rukun Warga (RW) dan
luas wilayah darat masing-masing Kelu-ahan,
dengan besaran pembagian sebagai beriku::

1. 70% (tujuh puluh persen) untuk jumlah
RW;dan

2. 30% (tga puluh persen) untuk luas ilayah
Darat Kelurahan

(4) Pagu anggaran kegiatan pembangunan sarara dan
prasarana Kelurahaan dan pembercayaan
masyarakat di Kelurahan yang bersumbe- dari
APBD sebagaimana Jimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan merggunakan rumus sebagai
berikut:

Pagu = 5% * (Total APBD - DAK)

(5) Besaran perhitungan dasar sebagaimana dirr aksud
pada ayat (3) huruf a dihitung dengas cara
mengalikan persentase besaran perhitungan dasar

dengan pagu untuk kernudian dibagi secara merata
kepada seluruh Kelurahan.

(6) Besaran  perhitungar. — afirmasi  sebageimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan
menggunakan rumus scbagai berikut :

a. Kelurahan tipe Hin erland

PA = (PPA x Pagu » PKH) : Jumlah KH
b. Kelurahan tipe Mainland

PA = (PFA x Pagu ». PKM) : Jumlah KM

Keterangan:

PA = Perhitungan Afirmasi

PPA = Persentase Perhitungan Afirmasi

PKH = Persentase besaran perabagian
Kelurahan Hinterland

PKM = Persentase besaran percbagian
Kelurahan Mainland

KH = Kewurahan H nterland

KM = Kelurahan Mainland

(7) Besaran  perhitungan formula  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

PF = ((PPF x Pagu x PRW : JRW) x JRW«}} +
((PPF x Pagu x PLW : JLW) x JLWK)

Keterangan:

PF = Perhitungan Formula

PPF = Persentase Pzrhitungan Formula

PRW = Persentase besaran pembagian junlah RW
PLW = Persentase besaran pernbagian Luas

Wilayah Darat



(1)

(2)

(3)

(1)

JRW = Junilah RW scluruh Kelurahan

JLW = Jumlah Luas Wilayah Darat selurnih
Kelurahan

JRWK = Jurilah RW yang ada di Kelurahan
JLWK = Juralah Luas Darat Wilayah Kelurehan

Pasal 11
Berdasarkan dokumen  perencanaan  caerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan
menyusun Rcncana Kerja dan Anggaran sesual

dengan suinber pendanaan masing-riasing
kegiatan.
Rencana  Kcerja  dann Anggaran Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh
Camat atas asul Lurah selaku Kuasa Peagguna
Anggaran sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-ur.dangan.

Anggaran Kegsiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mas:ng-masing dituangkan pada Rencana
Kegiatan dan Anggaran ersendiri.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 12

Walikota menetapkan lurah selaku  Kuasa
Pengguna Anggaran ur tuk melaksanakan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Ke urat.an
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahen.

Lurah seleku Kuesa  Pengguna  Anggaran
sebagaimana dimaksud ayat (1) menunjuk Pejajat
Penatausahaan Keuan:zan Pembantu dan PPTK di
Kelurahan.

Walikota menetapkar Bendahara Pengeluaran
Pembantu di Kelurahaa berdasarkan usular: lurah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Dalam hal scbagaimara dimaksud ayat (2) dan (3)
tidak tersed a sumber daya Pegawai Nege-i Sipil
(PNS) di kelurahan, maka pengganti ejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu, PPIK dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu ditunjik dari
PNS di Kecarnatan.

Pasal 13

Lurah sebagai Kuasa Pengguna Arggaran
mempunyai .ugas sebagai berikut:

a. melakukin tindakan yang mengalbat<an
pengeluaran atas beban anggaran belan a;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihen dan
memerintahkan pembayaran;



(3)

(4)

d. mengadakan ikatan/perjanjian ker asarza
dengan pihak lain calam batas anggaraj yang
telah ditetapkan,;

e. menandatangani SPVI-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit. kerja
yang dipiripinnya; dan

g. melaksanukan tugas-tugas kuasa pengguaa
anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggararn.

Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berha angan,
Lurah dapa. menun uk pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani SPM-LS dan
SPM-TU.

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2 avat
(2) mempunyai tugas ar tara lain sebagai berikut:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan per <embangan pelaksanaan
kegiatan; dan

c. menyiapkan dokurnen anggarar atas betan
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pejabat Penatausahaai Keuangan Pembentu di
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pesal 12
ayat (2) bertugas:

a. meneliti kelengkap: n SPP-LS Pengadaan oarang
dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara
Pengelua-an Pemb:ntu dan diketahui/cisetujui
oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang ciajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

c. melakukun verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM; dan
e. melakukan verifikasi harian atas penerircaan.

Pejabat Penatausahcan  Keuangan Pembantu
sebagaimane dimaksud dalam Pasal 12 syat (2)
tidak boleh merangkap sebagai pejabel yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara/Daerah, bendaara, dan/atau PPTK.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebazaimana
dimaksud dialam Pasal 12 ayat (3) bertugas untuk
menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjavabkan
pengeluaran uang dalem rangka pelaksanaa1 APBD
pada Keluranan.

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagairana
dimaksud pada ayat (6) bendahara penzeluaran
pembantu Kelurahan berwewenang:

a. mengajukan sermintaan pemayaran
menggunakan SPF-TU dan SPPLS;

b. menerima dan menyimpan uang persed.aan
yang berasal dari T"ambahan Uanrg;



(8)

(1)

(2)

c. menolak perintah beyar dari Kuasa Penzguna
Anggaran vang tidak sesuai dengan keter.tuan
peraturan;

d. meneliti kelengkapan dokumen pendakur.g
SPP-LS yang diberikzn oleh PPTK; dan

e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-L3
yang diberikan olet PPTK, apabila dolramen
tersebut tidak memenuhi syarat dan/ataul tidek
lengkap.

Dalam hal bendahar: pengeluaran pemaniu
berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai s:zlama-
lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengelaaran
pembantu tersebut wajib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk: oleh
Walikota untuk melakukan pembayarari dan
tugas-tugas bendahara pengeluaran peribantu
atas tanggung jawab bendahara pengeluarian
pembantu yang bersangkutan dengan diketabai
Camat selaku Kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamra-
lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk cejabat
bendahara  pengeluaran pembantu  dan
diadakan berita acara serah terima;dan

c. apabila bendahara pengeluaran  petr.bar.tu
sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang
bersangkutan telal mengundurkan dir. atau
berhenti dari jabatan sebagai ber.dahara
pengeluaran pembantu dan oleh karena itu
segera diusulkan pe¢ nggantinya.

Pasal 14

Pelaksanaan angge ran untuk kegiaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Keirahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
melibatkan kelompok masyarakat.

Setiap Kelurahan mengajukan usulan perr bukaan
rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Presarana
Kelurahan dan Pemr.berdayaan Masyara<at di
Kelurahan yang bersumber dari DAU Taribalian
kepada Walikota melal ai BUD.

Pelibatan kelompok musyarakat dalam pela<sanaan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan sebagaimara dimaksud ayat (1) melalui
mekanisme swakelola tipe 1V sesuai kesentuan
peraturan perundang- undangan bidang Pergadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di kclurahan
sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme
swakelola tipe 1 s2suai ketentuan fe¢ raturan



perundang-undangan bidang Pen:zada:n
Barang/Jasa Pemerintan.

(5) Tata cara relaksanaan kegiatan Pembanzunan

Sarana Den Prasarana Kelurahan d:n
Pemberdayaan Masvarakat di Kel:rahan
sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [ Perat aran Walikota ini.

Pasal 15

Pengadaan barang/jasa da am kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pembercayaan
masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang dan jasa Pemerintal .

(1)

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 16
Penatausahaan Kegiatan pembangunan sareéna can
prasarana Kelurahe n dan pemberdayzan
masyarakat di Kelurahan menggL nakan

(2)

(5)

(6)

mekanisme tambahai uang dan mekanisme
langsung scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-tndangan.

Pada saat penetapan peraturan presiden mengesnail
Rincian APBN, PPKD melakukan percatatan
piutang pcndapatan  DAU Tambahan dan
pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.

Pada saat anggaran kegiatan pembangunar sarana
dan prasarana Kelurahan dan pembe ~layaan
masyarakat di Kelurahan yang berasal da- AFBN
diterima di RKUD, P2KD melakukan per.catatan
kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tamnbahan
Laporan Realisasi Anggaran.

Pelaporan  keuangar  kegiatan pembzngunan
sarana dan prasarana Kelurahan can
pemberdayaan masyarakat di Kelural~an
dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas
akuntansi.

Pengakuan belanja dan beban atas anggaran
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan rasyarakat di
Kelurahan berdasarkan lapcran
pertanggungjawaban ambahan uang dan lapcran
pertanggungjawaban fungsional.

Sisa anggaran kegiat:n pembangunan sarena dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Keluwahan yang bersum:zer dari
DAU tambahan, yanz berada di RKUD rnaupun
rekening Kelurahan menjadi SiLPA yanz akan
diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiata tahun
anggaran selanjutnya



(7)

(2)

(5)

(6)

Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang outout
kegiatannya telah tercapai, dianggarkan <embali
untuk mendanai kegia'an yang sama atau kegiaran
lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prio- tas.

Sisa DAU tambahan atas kegiatan yang outout
kegiatannya belum teicapai, dianggarkan <embali
untuk mendanai kecgiatan yang same pada
kelurahan bersangkute n.

Pasal 17

Pejabat Penatausaha:n Keuangan Pembaatu di
Kelurahan scbagaimar:a dimaksud dalam Fasal 12
ayat (2), dalam melaksanakan pertanggungjswaban
kegiatan pembanguna sarana dan prasaraia dan
pemberdayaan masyarakat di ke .arahan
mempunyai tugas :nelakukan verifikasi atas
laporan pertanggungjawaban yang disaripaikan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu <epada
KPA.

Verifikasi sebagaiména  dimaksud ayat (1),
meliputi:

a. menelitt kelengkapan dokumen laporan
pertanggungjawal.an dan keabsahan buxti-
bukti pengeluarar yang dilampirkan;

b. menguj kebenaran perhitungan atas
pengeluaran per rincian objek yang tercantum
dalam ringkasan per rincian objek;

c. menghiung pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai/Pajak Penghasilan atas beban
pengeluaran per rincian objek; dan

d. menguj kebenaran sesuai dengan S°M dan
SP2D yang diterbitkan periode sebelumrnya.

Laporan penggunaan anggaran kzgiatan
pembangun.an saran: dan prasarana Kelarahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan vsng
bersumber dari AP3D dan DAU Tamnbahan
sebagaiman 1 dimaksud dalam Pasal 10 eyat (1)
disampaikan kepada Camat dan BUD setap
semester.

Format lapcran sebagaimana dimaksud peda eyat
(3) tercantum dalain Lampiran II Peraturan
Walikota ini.

Batas waktu penyan paian laporan seba;zaimana
dimaksud pada ayat (3), untuk :

a. Semester I disampaikan paling lambat minggu
pertama bulan Juli dengan realisesi fisik
minimal 50% (lime puluh persen); dan

b. Semester II disamsaikan paling lambat ‘minggu
ketiga bulan Descmber dengan realisasi fisik
100% (sertus pers:nj.

Lurah mecnyampaikan  laporan  pelasanaan
kegiatan pe nbangunan sarana dan prasarana



(7)

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan kepada Wali<ota melalui Camat.

Walikota m:nyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan an pemberdayaan masyaralkat di
Kelurahan kepada Menteri melalui  Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)

(1)

Pasal 18

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan pembangunan sarane dan
prasarana Kelurah:n dan pembercayaan
masyarakat i Kelurahan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengewasan,
Walikota dapat melimpahkan kewenarganriya
kepada Camat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dalam pelak sanaanny: dibantu oleh Inspek orat.

Pembinaan dan pengawasan oleh  Caranat
sebagaimana dimaksul pada ayat (2) dilaks anakan
sesuai dengan keten uan peraturan perundang-
undangan di  bidang  Pengawasan Intzrn
Pemerintah.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dilagukan dalam bentuk fasilitasi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihar. scrta
penelitian dan pen yembangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan ol:zh Pemerintah Pusat dan
Gubernur scbagai Waxil Pemerintah Pusat.

Pengawasan sebagairiana dimaksud dalara Pasal
17 ayat 3) dilakikan dalam bentuk reviu,
monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
RAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 20

Pada saat Peraturan Walilota ini berlaku:

a.

perhitungan anggar:n kegiatan =~ pemktengunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 1C ayat
(3), diberlakiikan mulai Tahun Anggaran 2020;

penyusunan plafon ar ggaran dan prioritas kegiatan
pembangunan sarana dan prasrana Keluranan dan
pemberdayaan masyarakat ci kelurahan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Passal 5
dijelaskan melalui surat edaran Walikota setiep
tahunnya mulai penyusunan APBD untuk Tahutn
Anggaran 2020:

c. apabila suatu Xelurahan tidak dapat melaksanake.n
kegiatan sesua: perhitungan anggaran sebageimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Camat dapat
mengalihkan alokasi ¢ nggaran sebagianny/a ke
Kelurahan yang lain dalam satu Kecamatan dengan
persetujuan Walikota.

d. Ketentuan Paszal 12 ayat (1) dikecualikan -antuk
pelaksanaan anggaran kegiatan  pembar gunan
sarana dan prasarana Kclurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Keluralan yang bersumber dari
APBD selain d«ri DAU Tembahan.

BAB IX ‘
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahur 20.7
tentang Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Swakelola Pernberdayaan Masyarakat Dalam
Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) Kota
Batam (Berita Dzerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor
584) dicabut dan dinyatakai tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin:ahkan
pengundangan  Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya Jdalam Ber ta Daerah Kota Batair.

Dj etapkan di Batam
pada tanggal 9 Februari 20.9

WALIKOTA 3ATAM

a—
- e

S

s/
v

MUHANMIAD RUDI

Diindangkan di Batam
pada tanggal 1§ Februari 2019

SEKRE'AR}S DAERAH KOTA BATAM

BILRITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR §545



LAMPIRAN |

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG : PET'JNJUK PELAKSANAAN K 2GIATAN
PEMBANGUNAN  SARANA  DAN
PR/SARANA  KELURAHAM  DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KE1.URAHAN

TA"A CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SAKANA

DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

I. {EGIATAN SARANA DAN PRASARANA KE,.URAHAN

!

[.2

1.3

F'UANG LINGKUP

2uang Lingkup Lampiran Peratiran Walikota 1ni adalah
mengatur pelaksanaan dan mekenisme Swakelola leglazan
pembangunan sarana dan prasarania Kelurahan yang meliputi
Pelaksanaan, tata cara pengadaan, penatausahaan, moritoring
(lan pelaporan.

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Walikota ini bertijuan untuk mewnjuckan
percepatan kualitas pembanguna 1 lingkungan yang sehat dan
tertata; dan

Sasaran kegiatan Swakelola Pembangunan Sarara Dan
Prasarana Kelurahan Dan Periberdayaan Masyara<at Di
Kelurahan sebagai berikut:

a. terbentuknya Kelompok Masyarakat sebagai bentuk
partisipasi langsurg dengan memberdayakan masvarakat
untuk menata lingkungann’a masing-masing s:kalizus
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masya:iakat di
Kelurahan melalui pendayagunaan potensi dan surmber
daya sendiri di lokasi sasaran kegiatan sekaligus sebagai
penerima manfaat;

b. terbentuknya Kelompok Masyarakat yang :manipu
membuat Perencanaan bescrta perhitungan selerh:ina
dalam bentuk Proposal, me aksanakan kegiatan dengan
baik, menggalang swadaya masyarax<at,
mempertanggungjewabkan  penggunaan dana dan
memelihara prasarana yang ielah dilaksanakan;

c. terwujudnya Sarana dan P-asarana wilayah Keluranan
yang layak, sehat, aman dan nyaman yang menduk.ang
pengembangan kehidupan scsial, budaya dan ekoromi;

d. terbukanya lapangan kerjc bagi masyarakat sebagal
penerima manfaa. melalui pelaksanaan kegiaten pola
swakelola.

PELAKSANA KEGIATAN

1. Pihak Pelaksana kegiatan swakelyla pembangunan sarana dan

prasarana Kelurahan adalah sebugai berikut:

a. KPA yang mempunyai kewer angan penggunaan enggaran
dalam pelaksar.aan program/kegiatan Swakelola
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang
menjadi wilayah tugasnya dan kewenangan delam hal
penandatanganan kontrak Perjanjian Kerja Svsakelola
dalam pelaksanaan ptogram/kegiatean svsakelola
pembangunan sarina dan prasarana Kelurahan,;



b. PPTK bertugas mengendalikin pelaksanaan kegratau,
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan den
menyiapkan dokumen anggaran atas beban penge.iaren
pelaksanaan kegiatan Swake ola pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan; dan

c. Kelompok Masyarakat merupakan pelaksana kegiatan
swakelola pembangunan sarana dan prasarana Keluwt-ahan
yang sudah siap melakukan perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pekerjaan.

.. Kelompok masyarakat dibentuk 1aelalui musyawarah warza
yang difasilitasi oleh pihak Kelarahan dan dihadiri oleh
Fasilitator Kelurahan serta Fasilita .or Kecamatan;

1. Hasil dari kesepakatan pembentt kan kelompok masyarakat
dituangkan dalam beniuk Berite Acara kesepakatan yang
terdiri dari :

a. 1 (satu) orang ketua kelompok masyarakat;

b. 1 (satu) orang sekretaris kelonipok masyarakat;

c. 1 (satu) orang bendahara kelo npok masyarakat; dan
d. 2 (dua) orang anggola kelompok masyarakat.

4 SENDAMPING PELAKSANA KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan Pembanguian Sarana dan Presarana
Kelurahan mendapatkan pendarapingan dari aspek teknis
Pelaksanaan, penyempurnaan Perencanaan beserta Rencana
Anggaran Biaya (RAB), adminis rasi, penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Dana (LPD) serta sosial kemasyarakatan
dari pihak:

a. Satuan Kerja Perangkat Da:zrah Teknis dalam hal ini
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota
Batam atau Dinas ~eknis Lain memterikan
pendampingan berupa:

1) menghimpun peraturan perundang-undangan,
kebijakan tekais, pedonan, format dan pztun.uk
teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan
pendampingan masyarakat;

2) menyusun dan meinbuat  konsep  pesdoman
pembinaan P:ndampingan Masyarakat;

3) menetapkan Koordinato- Kota, Asisten Koordinator
Kota dalam rangka  pengendalian kagiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahen,

4) menetapkan pendaming Fasilitator Kecamatan
yang paham tentang Tek nis pelaksanaan; dar 'atau

5) memfasilitasi pertemuan dan sosialisasi <egia-an
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluranan
tingkat kota,

b. Koordinator Kota dan Tim Kkoordinator Kota meniberikan
pendampingan berupa:

1) memberikan penguatan kepada para pelaku tingkat
Kecamatan den Kelurahan;

2) merekomendasikan komposisi dan  melakuakan
evaluasi terhadap kinerja Fascam,;

3) menyusun Master S-hedule dan merumnuskan
strategi pendampingan <egiatan;

4) memfasilitasi tumbuhn a kader lokal pembangunan
Kelurahan;



c. Fascam melakukan pendambingan kepada Kelompcx
Masyarakat mulai deri tahap:

1) persiapan;

2) perencanaan;

3) pelaksanaan;

4) pengawasan;dan

5) pertanggungjawaban.

d. Faskel melakukan pendam pingan kepada Kelompok
Masyarakat pada proses:
1) penggalangan partisipas dari segi aspek sosial
masyarakat;

2) penyusunan usulan masyarakat;
3) survey kelayaken kegiatary;

4) rembuk pembentukan;

5) persiapan pelaksanaan;

6) monitoring;

7) pemeriksaan lapangan; dan

5 MMEKANISME PELAKSANAAN
.5.1 Persiapan Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan rienggunakan mekanisme swake ola.
2. Tipe Swakelola terdiri a:as:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang ¢ irencanakan, dilaksenakan,
dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Peangkat
Daerah penanggung jawab anzgaran;

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan ciawasi
oleh Kemente -ian/Lemt aga/Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pe.aksena
Swakelola;

c. Tipe Il yaitu Swakelola yany direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
penanggung jawal> anggaren dan dilaksanaken oleh
Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakar. cleh
Kementerian/Lembaga/Perar gkat Daerah penanggung
jawab anggaran den /atau berdasarkan usulan Ke omok
Masyarakat, dan dilaksar akan serta diawasi cleh
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

3. Kelompok  masyarakat sebsgai  pelaksana <egiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meayu:=un
dan menetapkan Tim Swakelola dari unsur masyarekat
melalui proses musyawarah dan mufakat, mehputi:

a. Tim Persiapan

Tim Persiapa memiliki tugas menyusun sasarar, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, rencana biaya dan
pengadaan mate -1al sesuai kebutuhan Kelornpok
Masyarakat;

b. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, nmi:ncatat,
mengevaluasi dan melaoprkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.



c. Tim Pengawas

Tim Pengawas mem liki tugas mengawasi persiapart dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

+. Kelompok  masyarakat  sebag i pelaksana  kegiaten

pembangunan sarana can prasa-ana Kelurahan mer.unjuk
dan menetapkan Kelompok Pemelihara Pemanfaat dari unsur
masyarakat melalui proses musyawarah dan mufaket,
dianggap mampu, bersedia serta paham dalam pros:s
pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang telah dikerjakan
secara berkala;

.Kelompok  masyarakat sebagal pelaksana  kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan menan; uk
dan menetapkan sumber daya manusia sebagai pekerja dari
unsur masyarakat melalui proses musyawarah dan mfakat,
sebagai penerima manfaat, diangzap mampu, bersedia serta
paham tentang proses dan teknis selaksanaan pekerjaci;

. Kelompok masyaraka. melakukan sosialisasi tentang
pelaksanaan kegiatan pembanguaan sarana dan prasarana
Kelurahan yang akan dilaksanakan dihadiri oleh warga
setempat selaku penerima manfac t kegiatan;

. Kelompok masyarakat melakukan persiapan penyusunin
dokumen kegiatan swakelola Pembangunan Sarara dan
Prasarana Kelurahan yang telah tertuang dalam DPA. SKI’D
oleh masyarakat terdiri dart:

a. dokumen Rencana Kerja Masyarakat, terdiri dari:
1) surat pernyataan minat K :lompok Masyarakat;

2) verifikasi kelayakan Projposal terkait  pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahar ;

3) Dberita acara perietapan us ulan skala prioritas;
4) Dberita acara pernbentukar. Kelompok Measyarakedt;

5) berita acara pembentukan pembentukan kelompok
pemeliharaan dan peman aatan;

6) pakta integeritas Kelompc k Masyarakat;

7) Pernyataan hib ith/izin pakai/fasum/izin dilalvi;
8) Foto dokument 1si kondis awal (0%);

9) Peta lokasi kegiatan dan 'itik koordinat kegiatea;
10) Berita acara pembentukan Tim Swakelola;

11) Keputusan Camat tentang penetapan K:zlomook
Masyarakt;

12) Rencana Teknis terdiri deri :

a. Gambar rencana;

b. Rencana anggaran biaya (RAB);

c. Spesifikasi teknis;dan

d. Rencana vaktu pelagsanaan kegiatan.
13) Rencana Penggunaan da1a (RPD).

b. dokumen Pengesezhan, ber.ipa Dokumen Kesepakatan
para pihak yang dibuat setzlah Dokumen Proposal dan
Rencana Kerja Masyarakat telah diterima dan diserzjui
oleh KPA/PPK, vang berisi Nota Kesepahaman dan
Kontrak Swakelola ditandatangani oleh KPA/PPK bersama
Kelompok Masyarekat yang rnemuat:

1) para pihak;



2) lingkup pekerjaan yang dis wakelolakan;

3) nilai pekerjaan yang diswa <elolakan;

4) volume pekerjaa;

5) lokasi/alamat pekerjaan;

6) sanksi-sanksi para pihak;

7) jangka waktu peiaksanaan; dan

8) hak dan kewajiban para pihak;

Kelompok masyarakat, Tim Swakelola dan Kelcmpck
Pemeliharaan dan “emanfaat kegiatan swakelola wa b
menjadi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan selaria
melaksanakan pekerjaan kegictan swakelola sebaga mana
diatur dalam Peraturan Walikota Batam nomor 11 tahun
2015 tentang Peleksanaan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di kota Batam yang sumber dananya
melekat pada pagu per kegiatan/paket sesuai tesaran
nilai yang diattr dan ditetapkan oleh  BP.IS
Ketenagakerjaan.

S‘)

8. Kelompok  masyarakit sebagai  pelaksana  kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan merunjuk
dan menetapkan 3 (tiga) orang perwakilan cari kelompok
masyarakat sendiri sebagai penjamin/specimen tanda tangan
pada proses pembukean buku Rekening Bank kelompok
masyarakat untuk meneriina dana pelaksanaan
pembangunan sarana can prasarina Kelurahan;

1.5..2 PEM CAIRAN

1.

Kelompok masyarakat dapat menge juan permohonan per cairan
dana dengan mekanisme sebagai b¢ rikut:

a. memenuhi persyaraan dokumen Rencana Kelompok
Masyarakat dan Dokumen Penyesahan yang telah d terima
oleh KPA/PPK, maka diajukan ermin | sebanyak 25% (cua
puluh lima persen) da:i nilai Kontrak Swakelola;

b. menunjukan progress fisik mencapai 50% (lima puluh
persen) maka dapat diajukan termin II pencairan sebesar
25% (dua puluh puluh: lima pers en);

c. menunjukan progress fisik mencapai 75% (tujuh puluh I'na

persen), maka dapat diajukan termin [II pencairan sebesar
25% (dua puluh lima persen}; dun/atau

d. menunjukan progress fisik mencapai 100% (seratus persznj,
maka dapat diajukan termin IV pencairan sebesar 22% (-lua
puluh lima persen);

KPA/PPK mengajukan permohonan pencairan termin kepada

Kuasa BUD dengan lampiran sebagail berikut:

. Termin | sebesar 25% (dua puluh lima persen);

1) Surat pernyataan bahwa kelengkapan admr.inistrasi
kelompok masyarakat dari Lurah selaku KPA,
menyatakan kelengkapan administrasi dan dokurien lain
kelompok masyarakat lengkap;

2) Surat permohon«n pembaaran termin I sebesar 25%
(dua puluh lima jersen) yaig dibuat dan ditandetanzani
oleh Kelompok Masyarakat;

3) Dokumen Kontrak Swakelo a;



4) Rencana Penggunain Dana (RPD) termin [ sebesa- 25%
(dua puluh lima persen) untak pengerjaan fisik samgai
50% (lima puluh persen) palir g lambat bulan April

5) Berita Acara Pembayaran terr 1n [;

6) Bukti pengeluaran kas termir [; dan

7) Dokumentasi kegialan fisik 0'% (nol persen).

b. Termin II sebesar 25% dua pulul lima persen);

1) Surat Permohonan Pembayaran Termin I sebesa- 25%
(dua puluh lima persen) yang; dibuat dan ditandatangani
oleh Kelompok Masyarakat;

2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin II sebesar 26%
(dua puluh lima persen) untuk pengerjaan fisik samypai
75% (tujuh puluh lima persen) paling lambat Bular Ju.i;

3) Berita Acara Pembuyaran Ter min II;

4) Laporan Progres den BA Pemezriksaan;

5) Bukti pengeluaran kas Termin II;

6) Dokumentasi kegie tan minin al capaian fisik 50%; -1an

7) Bukti Pembayaran BPJS Ket:nagakerjaan oleh Kelompok
Masyarakat.

c. Termin Il sebesar 25% (dua pult.h lima persenj;

1) Surat Permohonari Pembayzran Termin Il sebeser 25%
(dua puluh lima persen) yang dibuat dan ditandatang:xni
oleh Kelompok Ma syarakat;

2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin [l sebesar 25%
(dua puluh lima persen) untuk pengerjaan fisik sarapai
100% (seratus persen) paling lambat Bulan Septeir.ber;

3) Berita Acara Pembayaran Te ‘min III;
4) Laporan Progres din BA pen .eriksaan;
5) Bukti pengeluaran kas Term.n III; dan

6) Dokumentasi kegiatan miniimal capaian fisik 75% (tujuh
puluh lima persen].

d. Termin IV sebesar 25% (dua pul 1h lima persern);

1) Surat Permohonan Pembayuran Termin IV sebesar 25%
(dua puluh lima gpersen) yar g dibuat dan ditand«angani
oleh Kelompok Masyarakat;

2) Berita Acara Pembayaran Te rmin [V;
3) Laporan Progres dan BA perieriksaan;

4) Berita Acara Sera1 Terima k.elompok Masyarakal dengan
PA/KPA/PPK

5) Bukti pengeluarar: kas Term in IV dan

6) Dokumentasi keziatan capaian fisik 100% (seratus
persen).

[.5.3 PELAKSANAAN

1.

Kelompok Masyarakat wajib mendokumentasikan kegiatan
secara berkala 0% (nol persen), 5)% (lima puluh persea), 75%
(tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen);

Kelompok masyarakat wajib rnelakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala terhacap pelaksanaan [re¢ ker aan
Pembangunan Sarana can Prasa-ana Kelurahan yang seclang
dilaksanakan;



3 Fascam secara berkala melakukan rionitoring dan memterikan

penguatan teknis kepada para peke ja, mengecek admiru stresi
pembelanjaan serta material yang telah dibelanjakan olech
Kelompok Masyarakat, mengecek daftar hadir pekerja divilayah
kerjanya; dan

KPA atau yang mewakili secara berkala melakukan mor itoring
dan evaluasi kegiatan didampingi olch Faskel;

'.5.4 TAF APAN PELAKSANAAN

Peliksanaan pekerjaan Swikelola P:mbangunan Sarana D:n
Prasarana Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1.

Persiapan, terdiri dari :

a. Serah terima lapangan, diikuti can dihadiri Pihak KP4 /PFX,
PPTK, Pihak Kelompok Masyaral:at, Fascam dan Faskel;

Pengukuran awal pencntuan dari titik O (nol); dan

c. Dapat dilakukan Penunjukan gudang/barak/tempat
penitipan alat/material selama ciperlukan.

2 Pelaksanaan swakelola fisik konstruksi, terdiri dari :

a. Kegiatan fisik konstruksi dilaksanakan oleh Kelompok
Masyarakat bersama pekerja c¢engan mengacu spesifikzsi
teknis, Rencana Arggaran Biaya (RAB) dan Gambar
Rencana yang telah disempurnakan oleh Fascam,;

b. Melaksanakan pencatatan adn inistrasi dan dokuniznte.si,
material, peralatan dan pekerja oleh Kelompok Masyarakat
dan Fascam,

c. Serah terima hasil peiaksanaan kegiatan, yang dihacliri olch
PA/KPA/PPK, PPTK, Fascan, Faskel dan Kelompok
Masyarakat.

1.5.5 PENGADAAN BARANG/JASA

1.

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan diproses oleh Tim Pelaksina.

Tim Pelaksana wajib memperhatit.an beberapa prinsip delam
rangka pengadaan baran:/jasa diantaranya :

efisien;

efektif;

terbuka dan bersaing.

transparan,;

adil /tidak diskriminautif; dan

f.  akuntabel dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan kebutuhan yang direncanakan dalam dckurien
RKM, dilakukan proses pengadaai bahan bangunan/ material
oleh Tim Pelaksana sebagai berikut :

©o oo TP

a. pengadaan barang/jasa dengun nilai sampai dergan Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dilaku<«an
mekanisme sebagai berikut:

1. Kelompok Masyairakat membeli barang/ jasa kepada 1
(satu) penyedia barang/jasa;

2. Pembelian sebugaimana dimaksud pada avat 1),
dilakukan tarpa harus membuat perraintaan
penawaran tertulis dari Tiin Pelaksana dan tanpa herus
penawaran tertt lis dari peayedia barang/jasa,



3. Pihak penyedia varang/jasa wajib merniliki Momor
Pokok Wajib Pajak (NPWP};

4  Tim Pelaksana melakukan negosiasi (tawar-meajawe.r)
dengan Penyedia Barang, Jasa untuk memperoleh
harga yang lebih riurah; dan

5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota, faktur pembclian, atau kuitansi “antuk
dan atas nama Keiompok Masyarakat.

b. Pengadaan Barang/./asa dergan nilai di ates Rp
50.000.000,- (lima puluh juta -upiah) sampai dengan Kkp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :

1. Kelompok Masyarakat men beli barang/jasa kepada 1
(satu) Penyedia Barang/Jasa;

2. Pembelian sebagaimana limaksud pada ayet 1),
dilakukan Tim Pelaksana dengan cara memiria
penawaran secar: tertulis dari Penyedia Barang/Jasa
dengan  dilampiri daft:r  barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lngkup pekerjaan, volume,
dan satuan) mela ui survei,

3. Pihak Penyedia Barang/Juasa wajib memiliki Nom.or
Pokok Wajib Pajuk (NPWP] dan memenuhi kewajiban
pajak 3 (tiga) bulen terakhit dan SPT tahunan te:akh:7;

4. Penyedia Barang/Jasa inenyampaikar. penawaran
tertulis yang Dberisi datar barang/;asa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volune,
dan satuan) dan harga;

5. Tim Pelaksana rielakukan negosiasi (tawar-menawar)
dengan Penyedian Barang/Jasa untuk mempgero.ch
harga yang lebih murah;

6. Ketua Kelompck Masyarakat dengan Pznyedlia
Barang/Jasa melakukan kontrak dengan Surat
Perintah Kerja; dun

7. Survei barang sebagaimana dimaksad ayat 2),
dilakukan ol:h Tira Pelaksana dengan
mempertimbangkan:

a) harga;

b) spesifikasi;

c) ketersediaan; dan
d) kemudahan.

c. Pengadaan Barang,Jasa dengan nilai di ates Rp
200.000.000,- (dua ratus juta ripiah) :

1. Tim Pelaksana/kelompok Masyarakat mengundang dan
meminta minimil 2 (dua penawaran secara tertulis
dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berb:da
dilampiri dengan daftar  barang /jasa  (rincan
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa,

2. Penyedia baraig/jasa menyampaikan  penawaran
tertulis yang berisi daftar barang/jasa Irincian
barang/jasa ateu ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan harga;

3. Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib memiliki Noaor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kewajiban
pajak 3 (tiga) bulan terakhir dan SPT tahunan tzraklir;



4. Tim Pelaksana/Kelompo < Masyarakat ‘nenilal
pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa teraad:p
kedua penyedia barang,jasa yang memasikk:n
penawaran;

5. apabila spesifikasi teknis baerang/jasa yang ditanarkan:

a) dipenuhi oleh kedua P<nyedia Barang/Jasa. maka
dilanjutkan dengan proses negosiasi [:awar-
menawar) secira bersamaan,

b) dipenuhi oleh salah sutu Penyedia Barang/Jasa,
maka Tim Pelaksana/Felompok Masyarakat tetap
melanjutkan dengan proses negosiasi (awar-
menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi sp:sifikasi teknis tersebut; dan/atau

c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa,
maka Tim  Pelaksaia/Kelompok  Masyarakat
membatalkan proses pe 1gadaan.

6. Apabila spesifikasi teknis s:bagaimana dimaksud pada
ayat 5) huruf ©), maka Tim Pelakszna/Ke ompok
Masyarakat melaksanakan kembali proses penzadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1);

7. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana diriaksud
pada ayat 5) huraf a) dan 1uruf b) untuk mem:eroleh
harga yang lebih ‘nurah;

8. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian
antara Ketua Kelompok Masyarakat dan Peayedia
Barang/Jasa yany berisi se.curang-kurangnya :

a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjien;
b) para pihak;

¢) ruang lingkup pekerjaan;

d) nilai pekerjaan;

e) hak dan kewe jiban pare pihak;

f) jangka waktu pelaksan:an pekerjaan;

g) ketentuan keadaan resi<o; dan

h) sanksi.

9. Apabila pengedaan tarang/jasa sebageimana
dimaksud pada zyat 1), dapat ditetapkar. berbeca o.ch
Walikota sesuai cdengan kondisi wilayah masing-mas.ng
dan dalam batas xewajaran;

10. Apabila dalam satu Kecamiitan tidak terdapat pznye:lia
khusus seperti Ready WMix, maka KPA/PPk  wejib
membuat surat justifikasinya; dan

11. Apabila penyedi: harus ditetapkan dari luer atau
Kecamatan lain, maka KP4 /PPK wajib membus: surat
justifikasi beserta alasan y:ng kuat;

Setelah dilakukan proses pengadaan, dilakukan penyaluran
dan penyerahan bahan bangunan/material  oleh
penyedia/toko material kepada Kelompok Masyara<at
sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.

Hasil dari proses dan penetapan calon penyedia imateial
pada Kegiatan Penibangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan wajib dilaporkan >leh Kelompok Masyarakat
dalam bentuk Laporan tertulis l:epada BPBJ.



1.5.6 PERTANGGUNGJAWABAN

1.

Kelompok Masyarakat didampingl Fascam membuat Laporan
Pertanggungjawaban Dena  kegiatan swakelola ¢2pada
KPA/PPK.

Laporan Pertanggungjavaban Dana kegiatan swakelcia
diserahkan oleh Kelompok Masyaralat paling lambat lima belzas
(15) hari kepada PA/KPA/PPK setelah pekerjaan selesai
dilaksanakan.

PPTK menyampaikan laporan reulisasi kegiatan swakelcla
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan kepada KFA/PPK
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

PPTK, KPA/PPK dan Fasilitato- Kecamatan melalcuk:n

monitoring dan evaluasi k:giatan dalam hal sebagai berikuit:

a. pengukuran dan pem:riksaan I asil pelaksanaan pelk:rja:n
kegiatan Swakelola Pembangur an Sarana Dan Prasarana
Kelurahan baik secara mandiri atau bersama-sama
Kelompok Masyarakat;

b. kondisi kegiatan, data dan permasalahan serta rekonmendasi
pemecahan masalah yang dibua: oleh Fascam,

c. realisasi fisik dan keuangeén Kelompok Mas/arakat
disesuaikan dengar pencapaian hasil pelaksanaan
pekerjaan yang dilaks inakan olch Kelompok Masyarekat;,

d. mendokumentasikan <egiatan; cian

memberikan saran, p:rtimbangan dan/atau masuken yang
sifatnya membangun <epada Ke .ompok Masyarakat.

[.5.7 MCNITORING PELAKSANAAN

1.

Fascam apabila menemukan hasil penyelesaian pekerjean
belum/tidak tercapai setuai target volume sesuai targ:t yeng
ditetapkan dapat memberikan teguran tertulis  kepe.da
Kelompok Masyarakat dan mengarahkan untuk melekukan
perbaikan kembali sampai batas waktu yang cisepaketi c¢an
dituangkan dalam Berita Acara yang tindasannya disampaikan
kepada KPA/PPK dan PP K.

PPTK atau vyang mevakili bersama Fascarn mele kukan
pengukuran dan perr eriksaan bersama terhadap hasil
pekerjaan yang telah dileksanakan dengan dihadiri oleh Fasxel
dan Kelompok Masyarakait yang di uangkan dalam beri.a acara
penyelesaian pekerjaan.

PPHP melakukan pemeriksaan : dministrasi fisik pekerjaan
yang diserahterimakan herdasark: n berita acara penyclesaian
pekerjaan dari Kelompox Masyarakat kepada KPA/PP< yang
selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Pengelola
Barang/Pembantu  Pengelola  Barang sesuai  peraturan
perundang-undangan “entang dengelolaan Barang v ilik
Daerah.

.5 8 PEVIELIHARAAN

1.

Kelompok Pemelihara Pemanfaat (KPP) bersama warga sebagal
penerima manfaat secara berkala raelakukan koordinas: dengan
perangkat warga untuk meyusun jadwal pemeliharaan melalui
gotong royong bersama;

PA/KPA/PPK  melakukan kerjasama pemanfaatan dan
pemerliharaan dengan masyar ikat melalui KPP seszuai
peraturan perundang-undangan;



1.5.9 PEMBIAYAAN

Segecla biaya yang timbul dari Pelaksanaan Kegiatan Swakelcla
Pemoangunan Sarana Dan Prasarara Kelurahan dibebankan
kepsda Anggaran Pendapatar. Dan Belanja Daerah (APBL) Kcta
Batem.

1. XEGLATAN PEMBERDAYAAN MASYARAK/ T DI KELURAHAN

1.1 FUANG LINGKUP

Fuang Lingkup Lampiran Peraturan Walikota ini adalzh
mengatur pelaksanaan dan mekaaisme Swakelola K:zgiatan
Femberdayaan Masyarakat Di  HKelurahan yang mzlpati
Felaksanaan, tata cara pengadaan, penatausahaan, mon toring
dan pelaporan.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

|. Peraturan Walikota ni berttjuan untuk penir gkatan
kapasitas dan kapabilitas masyerakat di Kelurahan cengan
mendayagunakan poter:si dan suinber daya sendiri.

7. Sasaran kegiatan Pemberdayaar Masyarakat di Keluranan
adalah Masyarakat s:bagai bentuk partisipasi lar.gsung
dengan memberdayakan masya akat untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilizas masye rakat di Kelurahan raelalui
pendayagunaan potensi dan suinber daya sendiri d lokasi
sasaran kegiatan sekaligus sebagii penerima manfaat.

1.3 PELAKSANA KEGIATAN

Pihak Pelaksana kegiatan Pemterdayaan Masyarakat Di
{elurahan, adalah sebagai berikut :

PA/KPA yang mempunvai kewenangan penggurnaan anggaran
dalam  pelaksanaan  prograni/kegiatan Pemberdayean
Masyarakat di Kelurahan yang menjadi wilayah tugasnya c.an
kewenangan dalam hal penandatanganan kontrak dalam
pelaksanaan program/kegiatan Femberdayaan Masya -akat di
Kelurahan;

(A

PPTK bertugas mengendaliken pelaksanaan kzgiatan,
melaporkan perkemtangan pelaksanaan kegiatar. dan
menyiapkan dokumer anggaral atas beban pengelua-an
pelaksanaan  kegiataa  Pemb:rdayaan Masyarakat di
Kelurahan.

1.4 IEKANISME PELAKSANAAN KEGIAAN

1. Pelaksanaan Kegiatan menggur akan mekanisme swake ola
atau cara memperolel barang/;asa yang dikerjakan sendiri
oleh Lembaga/Perangkat Daerah, orzanisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

2. Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud poin 1 terdiri c1as:

a. Tipe 1 yaitt Swakeola yang dirence nakan,
dilaksanakan, dan diawasi oleh
Kementerian/Le nbaga/Pe ‘angkat Daerah penangg.ing
jawab anggaran;

b. Tipe 1l yaitu Swiikelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kemenlerian/Leribaga/Perangkat Daerah
penanggung javab anggeran dan dilaksanakan oleh



Kementerian/Le mbaga/Pe rangkat Daerah lain
pelaksana Swakelola,

C. Tipe III yaitu Swakelola y: ng direncanakan dar diawasi
oleh Kemer terian/Leinbaga/Perangkat Dacrah
penanggung jawvab anggaran dan dilaksanalian oleh
Ormas pelaksar a Swakelcla; atau

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanaksn oleh
Kementerian/Le mbaga/Perangkat Daerah penenggung
jawab anggarin dan/atau berdasarkan ustlan
Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serte diawasi
oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pemoyerdayaan Masyarekat di
Kelurahan mengguna ian mekanisme swakelola Tipe [ se:uai
Point 2 huruf a.

WALIKOTA BATAM

-

’ MUHAMy/AD RULY



HOMR AL | AREIRAN FH NG IINAAIN AINGA rARAN KPATIATAIN PRVIRANGTUIINAIN SARAINA TIATN PRASARA

LAMPIRAN H

TRNIVNTN AT ITN A RT YYT AT YTINATNA TN AUA RA

I L AN L U INMUIN VY MNUILAIN L MY DML YLVL
NAMNOD T TAUTIN 9010

PRI SN PSP A S

%mz‘ﬂ\wzﬁw PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN

FMOARACICSIOIINAN/ A ARE AAACINY ATIRIZ ACH AL a2 07 TTT2A 1T AR
TIPSO Y AN PSR VEVE BT PRI IV EVE Vi P W W A T = AR AV S

KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

WOTA

FSSWINTAY

KECAMATAN/KODE WILAYAH
KELURAHAN/ URAIAN
KODE

WILAYAH

SEMESTER

TAHUN ANGGARAN

NO URAIAN OUTPUT ANGGARAN REALISASI SISA % CAPAIN .HMJ\MM,“W& DURASI | UPAH KET
VOLUME | SATUAN RP RP % RP % OUTPUT (ORANG) (HARI) (RP)
< ~ ! - .. - = ! 7 o 9 b ¥e! v b Ee) bRt 14
S R - v v v v (6/5) ¥ | (8/5) e 22 1z e 14
1 | A 105?»3@538@ Sarana dan o )
Prasarana Kelurahan.....

1. Pekerjaan....

2. Pekerjaan.....

B. Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan .

LURAH selaku KPA

Nama Jelas
NIP

Batam,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

wY, L. vl
.:CC.:«L((ILC

NIP




. - _— Uraian

| E— il _ - ———— e —
_ 1 Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/ kegiatan o - - _
m o | Valnm ) duer dengoan NTATAT Keridlal - ~ s
3 | Kolom 3 diisi Qmsmm: volume Output, Misal : 500 o - - \
4 Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter -
7\.\ o Kolom 5 diisi am.«ﬁ\:. junalal ainggaran ~ o
6 Kolom 6 disi dengan jumlah realisasi - o o o |
T Kolom 7 diisi de Smmz persentase realisasi ﬁowrmam@ m:mmmSP o L ) |
8 Kolom 8 disi dengan selisih antara anggaran dan realisasi o o i
9 Kolom 9 disi dengan selisih persentase sisa

Kolom 10 disi dengan persentase capaian output de :m@: per ::czmmb modmmE berikut:

a. Kegiatan pembangunan / peineiiiiaraan / pehgeiivaiga: Ssin ol o ol porliombangon Py -elacnian ficile di lanangan dan photo:
b. Kegiatan Non Fisik dengan cara :

- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%

- Kegiatan telah terlaksana sepesar SU70; ddlt

- Laporan pelaksanaan keglatan dan photo sebesar 100%

bidang Hu&m%mmsmms ﬁwajdmcmc:ms

Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksaNaan Uﬂomﬁwa\xmm_mgd "Cash For Work/Uang muka #@&m yang Qmmﬂmmgum untuk kegiatan di kelurahan ﬁwaw‘

Kolom 14 Diisi dengan sumber pendanaan APBD atau D>C Tambahan
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